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ABSTRAK

Jaksa Agung sebagal pemimpin tertinggi dalam kejaksaan merupakan penanggung jawah
lertinggi kejaksasn yang memimpin, mengendalikan pelaksanasn tugas dan wewenang
kejaksaan. Demikianlah yang tercantum dalam pasal 18 ayat {1) Undang-undang Nomar
[6 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam menjalankan perananmya,
Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang vang diatur dalam Pasal 35 undang-
undang Nomor 16 tahun 2004, salah setu kewenangan dari Jaksa Agung ialah
mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Apung dalam perkara
pidana, perdata , dan tata usaha negara (Pasal 35 butir d undang-undang MNo.16 then
20014). Kasasi demi kepentingan hukum merupakan salsh saty upava hukum luar biasa
selain upaya hukum Peninjauan Kembali. Upaya hukum ini diajukan terhadap putusan
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam pengajuannya kepada Mahkamah
Agung, lidaklah dibatasi tenggeng wakiu. Pengajuan upaya hukum ini banya berlaku satu
kali. Putusan dari kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang
nerkepentingan, oleh karena i putusan namtinya tidak mempunyai akibat hukum.
Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah @ 1), Alasan Jaksa Apungz untuk
dapat mengajukan permintaan kasasi demi kepentingan hukum dalam perkars pidana, 2).
Prosedur permintaan pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dalam perkara pidana,
i Kendala Jakss Agung dalam mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi demi
kepentingan hukum, Dalam hal pemecahan permasalahan, penulis menggunakan metode
pendekatan masalah secara yuridis sosiologis, vaitu pendekatan masalah dengan melihat
dun mempelajari norma-norma yang berlaku, dan membandingkannya dengan prakiek di
upangan, Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwasanya ; 1), Jaksa Agrung
engajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Apgung denpan alasan
Htemukannya kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum dalam putusan pengadilan
fau sewaktu penetapan judex facti, 2). Prosedur pemeriksaan kasasi demi kepentingan
hum tidak hanya diatur dalam Pasal 260 KUHAP. Namun selurub pengaturan prosedur
cschut tetap berpatokan kepada Pasal 260 KUHAP, 3). Kendala vang ditemui Jaksa
codang dalam mengajukan kasasi demi mkepentingan hukum  yakninya dalam
‘cmastikan apakah risalah yang diajukan perly dimintakan kasasi demi kepentingan
hum. Dan juga dalam dalam mengupayakan kasasi demi kepentingan hukum, apakak
vrima atau ditolak oleh Mahkamah Apgung, Guna perbaikan, hal vang dilakukan adalah
s Agung lebih mengoptimalkan kinetjanya dalam mengarahkan jakss agar dapat
wlai dan memberikan masukan  tentang putusan yang perly di kasasi demi
cntingan hukum, serta risalah yang dibuat hendaknya dapat di setjui oleh laksa
I1TEE.



BABI

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Mepara Indonesia merupakan Negara yvang sangal menjunjung lngg
aturan dan norma-norma hukum vang berlaku, Sebagai mana vang ditegaskan
dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Megara Republik Indonesia Tahun
1943, yang mana tekandung didalamnya sebuah makna yakninya didalam Megara
Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan pusat dari seluruh aspek tatanan
kehidupan bermasvarakat, berbangsa, dan bernegara

Sistem peradilan vang baik merupakan salah satu pondasi untuk tegaknyva
supremast Hukum i Negara Indonesia, vang mana didalamnya terdapat
instrumen-instrumen pelaksana dari sistem peradilan  tersebut, dan salah satu
mstrumen  pelaksana dan sistem peradilan i Indonesia  adalah Kejaksaan
Fepublik Indonesia, yang dalam hal ini dipimpin oleh seorang Jaksa Apung.

selaku  pimpiman dan penanggung jawab tertingp Kejaksnan, Jakasa
Agung memiliki kewenzngan dalam menjalankan tugasnya, dan salah saty
kewenangannya adalah mengajukan permohonan kasesi demi kepentingan hukum
kepada mahkamah agung Hal ini sesuai dengan vang terlers dalam pasal 35 butic
d Undang-Undang Momor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksan Agung Republik
Indonesia, vang berbunyi, Jaksa Apung mempunyai kewenangan mengajukan
Kasasi demi kepentingan hukum (Ten Afgemene Mure)' kepada Muhkamah

Apung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha nepara.

' lttp- v Rompas co il kompis-cetak 061 2 22 epini3 191825 T



Selain il hal mengenai penpajuan Kasasi demi kepentingan hukum ini
diatur juga dalam pasal 259 (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP] vang berbunyi “Demi kepentingan hukum tehadap semua pulusan yang
telab memperoleh kekuatan hukum 1etap dari pengadilan lain, selain Mahkamah
Agung, dapat digjukan saty kali permohonan kasasi oleh Jaksa Asung

Kasasi yang berarti pembatalan, adalsh kewenangan Mahkamuh Agung
untuk membatatkan putusan tingkat terakhir pengadilan-pengadilan lain selain
Mahkamah Agung Mahkamah Agung schagai Pengadilan MNepara Tertingg
(pasal 10 {2} Undang-undang no. 14 tahun 1970 {sekarang Undang-undang no. 4
tabbun 2004} temang Ketentuan Pokok Kekuasssn Kehakiman dan pasal 2
Undang-undang no. 14 1ghun 1985 tentang Makkamah Agung) melakukan
pengawssan terlinggi terhadap penvelenggaraan peradilan disemua lingkungan
peradilan dalam menjalankan kekuasaan peradilan. Schagai pengawas terlingel
Mahkamah Agung berkewsjiban untuk membina dan menjaga agar hukum dan
undang-undang vang berlaku dilaksanakan secara tepat dan adil dizeluruh wilayah
Megara untuk mewujudkan rasa keadilan dan kebenaran yang dianut masyarakat.
Untuk pelaksanaan tugas tersebut Mahkamah Apgung dibert kewenanpan kasasi
tntuk membatalakan putusan ataw penetapan atau perbuatan pengadilan lain yang
tukan Mahkamahb Apung Melalui putusan kasasi. Mahkamah Apung membina
kesatuan penegakan hukum diseluruh wilavah Nepara dan menciplakan hukum
Baru, untuk mewujudkan kesamaan hak dan kewajiban dibidang hukum serta

untuk memenuhi rasa keadilan dan kebenaran

WM. Silaban 1997, Ko Cipave Hukies Acara Pidasg, Sumber Umu Taya, Jakara, hlm o
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Cari pemaparan  distas, kita dapat mengetahui bahwasanya kasasi
merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Mabkamah Apung, dimana dalam
pelaksanaanya kasasi ini bertujuan untuk menciptzkan kesatuan penerapan hukum
dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangzan dengan undang-undang,
ataw ksliny dalam penerapan hukum.’

Secara umum kasast terbagi dua, vaitu

L. Kasasi pihak sebagai upaya hukum biasa, ditujukan terhadap

putusan pengadilan yang belum mempunyal kekuatan hukum
tetap, dan apabila putusan kasasinva merubah amar putusan
vang dikasasi, maka putusan kasast tersebut mempunyai akibat

hukum, karena putusan kasasi tulah yang dilaksanakan.

I3

Easast demi Kepentingan hukum sebagai upaya hukum luar
biasa, yang hanya dapat diajukan oleh Jaksa Apung karena
Jabatannya, ditujukan terbadap putesan yang telah brkekuatan
hukum tetap, Dan karena dilakukan untuk kepentingan hubkum,
maka putusan  kasasi  demi  kepentingan  bukum  udak
mempunyal akibat hukum, Puotesan vang telah berkekuatan
hukim tetap itulah yang dilaksanakan dan karenanva putusan
kasasi demi kepentingan hukum tidak akan merugikan para
pihak yang telah ditentuken dalam putusan yang dikasasi

Jika kita perhatikan antara kedua kasasi terzsebut, jelas terlihat perbedaan
oty sama lain, vakniva antars upava hukum biasz dengan upayve huku luar bigsa,

Ferutama dalam hal akibal hukumnya. Selaku wpaya hukum, kasasi demi

! Andi Hizmzaly, 1990, Sadnm Acara P Lalonesio, Sinar Gralika, Jakara, him 292
* M H Silaban, aeeit. him $



kepentingan hukum merupakan salah satu pilihan ataupaun alternatif bagi siapa
sja dalam beracsra di peradilan. Wamuen vang menarik disni adalah kata demu
kepentingan hukum vang ada pada kasast tersebut, vang dapat kite anikan sebagai
suatu upaya hukum yang dilakukan bukanlah untuk “melayani” kepentingan dan
para pihak yang tengah berperkara Artinva disini para pihak yang terlibat baik
terdekwsa  ataupun  penuntut  umuem  tidak mempunyal  peranan enfuk
mempenuangkan kepenlingannya

klasasi demi kepentingan hukwm diajukan terhadap putusan pengadilan
vang telah mempunyat kekuatan hukum tetap, selain dan pada putusan Mahkamah
Apung. Dalam hal im sesuan dalam pasal 259 avat (1) KUHAP, yang berwenang
menzajukannya adalab JaksaAgung, Namun terhadap perkara vanpe bagaimana
dan dengan alasan apa vang dapat dikemukakan oleh Jaksa Agung untuk
mengaukan suatu peermohonan kasasi demi kepentingan hukum tidak diatur baik
di dalam KUHAP maupun PP Nomor 27 abun 1983 tentang pelaksanaan
KUHAP tersebut.

Jadi rupanya pembuat undang-undang menyerahkan masalah o kepada
pertimbangan laksa Apgung sendire Para penulis mengatakan bahwa sebagai
upava hukum lvar biasa, kasssi demi kepentingan hukom itu maksudnya ialah
untuk mencapai kesstuan penafsitan hukum oleh pengadilan Apabila sesuatu
meragukan atap dipermasalabkan diserabkan kepada Mahkamah Agung untuk
memutuskan, maka putesan Mahkamah Agung it diambil oleh hakim yvang lehih

rendah sebapai pegangan {yurisprudensi)’.

: httpdfwanw legalitas.org



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan vang penulis lakukan, maka

dapat diambil keimpulan sebagai berikut ;

1,

[

Alasan yang diajukan Jaksa Agung dalam permintaan pemeriksaan
kasasi demni kepentingan hukum dalam perkara pidana memang tidak
lerdapat pengaturannya didalam KUHAP, namun juga tidak terdapa
peraturan yang melarang penggunaan alasan lain. Itu berani praturan
perundang-undangan tidak membenkan batasan bagi Jaksa Apung
dalam menggunakan alasan. Tapi secara general vang menjadi alasan
pengyuan permintaan pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum
tersebut it addalah adanya kekeliruan ataupun penerapan hukum yang
salah dalam putusan pengadilan atau waktu penetapan fuder facrs,

Mengenai  Prosedur Permintaan  Pemeriksaan  Kasasi Demi
Kepentingan Hukum Dalam Perkara Pidana ini, secara umum telah
tertera dalam Pasal 260 ayat {1.2.dan 3) KUHAP. Namun secara
administratif prosedur Pengajuan pemeriksaa kasasi demi kepentingan
hukum ini diatur dalam Keputusan Jaksa Agung (EEPIA} Nomar
REP-URET A B98E anggal 5 Apustus 1982 Selain dalam dalam
KUHAP, Prosedur Pengajuan Pemeriksaan Kasasi Demi Kepentingar

Hukum juga terdapat dalam sural edaran yang di keluarkan oleh Jaksa



B. Saran

Apung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) MNomor : R-
3ZEG/1994.

Dalam mengajukan Permintaan pemeriksaan Kasasi demi kepentingan
hukum. Jaksa Agung tidak bepitu banvak menemukan kendala, Namun
ada beberapa hal seperti memastikan usulan jaksa lain untuk
mengajukan kasasi demi kepentingan hukum. Sebab usulan vang
digjukan bisa saja mengandung penilaian vang salah terhadap putusan
pengadilan. Juga mengupavakan agar permintasn pemeriksaan kasasi
demi kepentingan hukum, diterima oleh Mahkamah Apung Karena
kescmpatan Jaksa Apung mengajukan Permintaan tersebul hanya
berfaky satu kali. Jika permintaan terschut ditolak, maka Jaksa Agung
tidak dapat lag mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi demi

kepentingan hukum uniuk perkara atau kasus yang sama.

Berdasarkan temuan-temuan penelitian sena analisa vang penulis lakukan,

maka penulis memberikan saran

1.

Jaksa Agung selaku pimpinan tertingei di Kejaksaan, hendaknya lebih
mengoptimalkan kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 35 butir
d Undang-undang Momor 16 tabun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia, yakninya menpenai penpajuan kasasi demi kepentingan
hukum, Juga untuk para Kajali dan Kajari dimintakan perhatiannya
untuk melaporkean dan memberikan bahan masukan tentang putusan

penpadilan vang dimlai perlu dimintakan pemeriksasn kasasi demi
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